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 This research aims to analyze notarial-PPAT deeds as authentic 
deeds that have the potential to be misused as a covert medium 
for gratification, as well as to identify preventive measures that 
can be taken. This study employs a normative-empirical method 
with statutory and conceptual approaches to examine relevant 
regulations, such as the Notary Position Act, the Law on the 
Eradication of Corruption, and the practice of covert 
gratification using notarial deeds as its medium. The findings of 
this study indicate that covert gratification through notarial 
deeds has the potential to occur in several scenarios, particularly 
involving deeds of sale and purchase, debt acknowledgment, and 
grants. To prevent such practices, notaries-PPAT must be able 
to validate the empirical facts presented by the parties into 
juridical facts when drafting a deed. This requires prioritizing 
the principles of clarity and cash basis, prudence, and the 
implementation of the Know Your Client principle. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akta notaris-PPAT 
sebagai akta autentik yang memiliki potensi untuk 
disalahgunakan sebagai media gratifikasi terselubung serta 
upaya preventif yang dapat dilakukan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual 
untuk mengkaji seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan 
praktik gratifikasi terselubung dengan akta notaris sebagai 
medianya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi 
terselubung melalui akta notaris sebagai media memiliki potensi 
untuk dilakukan dengan beberapa skenario terhadap akta jual-
beli, Utang-piutang, dan hibah notaris. Guna mencegah praktik 
gratifikasi terselubung ini, notaris-ppat dalam menyusun sebuah 
akta notaris harus mampu memvalidasi fakta-fakta empiris yang 
diterangkan oleh penghadap menjadi sebuah fakta yuridis dengan 
mengedepankan prinsip terang dan tunai, prinsip kehati-hatian, 
serta penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. 
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I. Pendahuluan 

Kovrupsi dikatevgovrikan sevbagai kevjahatan yang bevrsifat luar biasa (evxtraovrdinary crimev) 
yang pelaksanaanya tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi dilakukan secara bersamaan 
melibatkan pihak lain.1 Hal ini disevbabkan ovlevh dampaknya yang sangat luas, tevrmasuk 
pevlanggaran tevrhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Kovrupsi (Tipikovr) tidak hanya 
mevrugikan individu, tevtapi juga mevmbawa kevrugian bevsar tevrhadap kevuangan dan 
pevrevkovnovmian nevgara. Ovlevh karevna itu, pevnanganannya mevmevrlukan pevndevkatan yang 
luar biasa pula, tevrmasuk pevmbevrian sanksi yang bevrat guna mevnimbulkan evfevk jevra bagi 
pevlaku sevrta mevmbevrikan pevringatan kevras kevpada masyarakat agar tidak tevrlibat dalam 
pevrbuatan sevrupa.2 

Di bevrbagai nevgara, kovrupsi sevnantiasa mevnjadi pevrhatian utama dibandingkan devngan 
tindak pidana lainnya. Hal ini wajar mevngingat dampak mevrusak yang ditimbulkannya, 
yang dapat mevnyevntuh hampir sevluruh aspevk kevhidupan. Kovrupsi mevngancam stabilitas 
sovsial dan kevamanan nasiovnal, mevnghambat pevmbangunan di bidang sovsial, evkovnovmi, 
dan povlitik, sevrta mevnggevrus nilai-nilai devmovkrasi dan movralitas. Bahkan, jika dibiarkan, 
praktik kovrupsi bevrpovtevnsi mevnjadi budaya yang mevlevkat dalam kevhidupan masyarakat. 
Devngan devmikian, kovrupsi mevrupakan ancaman sevrius tevrhadap pevncapaian tujuan 
nevgara dalam mevwujudkan masyarakat yang adil dan makmur.3 

Sevcara evtimovlovgis mevnurut Fovckevma Andreva, covrruptiov atau covrruptus (bahasa Latin) 
mevrupakan asal dari kata kovrupsi.4 Bevrangkat dari bahasa Latin inilah yang kevmudian 
turun kev bahasa Prancis, yaitu covrruptiovn; bahasa Bevlanda, yaitu covrruptiev (kovrruptiev); 
Inggris, yaitu covrruptiovn, covrrupt.5 dapat kita mevngatakan bahwa kata Kovrupsi yang 
digunakan di Indovnevsia adalah turunan kata dari covrruptiev (kovrruptiev) yang mevrupakan 
bahasa Bevlanda. Kevmudian ovlevh Zainak Asikin dkk devngan mevngutip Andi Hamzah 
dalam bukunya sevcara harfiah mevngartikan Kovruspsi adalah ialah kevbusukan, 
kevburukan, kevbevjatan, kevtidakjujuran, dapat disuap, tidak bevrmovral, pevnyimpangan dari 
kevsucian, kata-kata atau ucapan yang mevnghina atau mevmfitnah.6 

Mevnurut Kamus Bevsar Bahasa Indovnevsia (KBBI) dalam vevrsi daring, kovrupsi diartikan 
sevbagai tindakan pevnyevlevwevngan atau pevnyalahgunaan dana milik nevgara, pevrusahaan, 
ovrganisasi, yayasan, dan sevjevnisnya, yang dilakukan untuk mevmpevrovlevh kevuntungan 

                                                         
1 Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa (Kencana, 2018). 
2 M. Ilham Wira Pratama, ―Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia,‖ 

Lex Renaissance 4, no. 1 (January 1, 2019): 65–80, 

https://doi.org/10.20885/JLR.VOL4.ISS1.ART4. 
3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023). 
4 Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, ed. 1., cet 

(Jakarta: Kencana, 2015). 
5 S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, and Desy Elsyani, ―Pertimbangan Hakim Dalam Perkara 

Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka 
Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor  : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.,‖ Innovative: 
Journal Of Social Science Research 3, no. 4 (September 30, 2023): 9475–91, https://j-
innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4723. 

6 Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana, and Usman Usman, ―Aspek Hukum Pertanggung 
Jawaban Keuangan  Negara Dalam BUMN,‖ Jurnal Kompilasi Hukum 4, no. 2 (June 30, 2019): 

181–92, https://doi.org/10.29303/JKH.V4I2.29. 
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pribadi maupun untuk kevpevntingan pihak lain.7 Namun Cambridgev Dictiovnary 
mevmbevrikan pevngevrtian bahwa kovrupsi mevrupakan “Illevgal, bad, ovr dishovnevst bevhaviovur, 
evspevcially by pevovplev in povsitiovns ovf povwevr” yang dapat ditevrjevmahkan sevbagai ―Pevrilaku 
ilevgal, buruk, atau tidak jujur, tevrutama ovlevh ovrang-ovrang yang mevmevgang kevkuasaan‖.8   

Ada sevdikit pevrbevdaan pevngevrtian kovrupsi mevnurut KBBI daring devngan Cambride v 
Dictiovnary. KBBI Daring mevnintikbevratkan bahwa kovrupsi mevrupakan pevnyevlevwevngan 
atau pevnyalahgunaan uang nevgara. Sevdangkan dalam Cambridgev Dictiovnary, levbih 
mevnitikbevratkan kovrupsi sevbagai pevrilaku sevsevovrang yang mevmiliki kevkuasaan. 
Povevrwadarminta kevmudian mevyimpulkan istilah kovrupsi yang tevlah ditevrima dalam 
pevrbevndaharaan bahasa Indovnevsia itu kevdalam Kamus Umum Bahasa Indovnevsia: 
―Kovrupsi ialah pevrbuatan yang buruk sevpevrti pevnggevlapan uang, pevnevrimaan uang 
sovgovk dan sevbagainya.  

Di Indovnevsia, Sevcara histovris revgulasi mevngevnai tindak pidana kovrupsi tevlah mevngalami 
bevrbagai pevrkevmbangan dan pevrubahan. Tevrdapat evmpat pevriovdev pevnting dalam sevjarah 
pevngaturan tindak pidana kovrupsi di Indovnevsia. Pevrtama, pada masa dibevrlakukannya 
Pevraturan Pevnguasa Militevr. Kevdua, saat dibevrlakukannya Undang-Undang Novmovr 
24/Prp/Tahun 1960 tevntang Pevngusutan, Pevnuntutan, dan Pevmevriksaan Tindak Pidana 
Kovrupsi. Kevtiga, kevtika Undang-Undang Novmovr 3 Tahun 1971 tevntang Pevmbevrantasan 
Tindak Pidana Kovrupsi mulai bevrlaku. Tevrakhir, pada masa pevnevrapan Undang-Undang 
Novmovr 20 Tahun 2001 sevbagai pevrubahan atas Undang-Undang Novmovr 31 Tahun 1999 
tevntang Pevmbevrantasan Tindak Pidana Ko vrupsi. Saat ini, Indovnevsia bevrada pada pevriovdev 
kevevmpat dalam kevrangka hukum pevmbevrantasan kovrupsi. Masa kevevmpat yaitu evra 
Undang-Undang Novmovr 20 Tahun 2001 tevntang Pevrubahan Atas Undang-Undang 
Novmovr 31 Tahun 1999 tevntang Pevmbevrantasan Tindak Pidana Kovrupsi sevcara evkspilisit 
mevngatur tujuh jevnis atau bevntuk tindak pidana kovrupsi, yaitu Kovrupsi tevrkait devngan 
kevrugian kevuangan nevgara, Kovrupsi tevrkait devngan suap-mevnyuap, pevnggevlapan dalam 
jabatan, pevrbuatan pevmevrasan, pevrbuatan curang, bevnturan kevpevntingan dalam 
pevngadaan, dan Gratifikasi. 

Gratifikasi mevrupakan salah satu bevntuk kovrupsi yang sevring tevrungkap dalam bevrbagai 
kasus. Sevcara umum, gratifikasi mevrujuk pada pevmbevrian hadiah, imbalan, atau bevntuk 
kevuntungan lain yang dibevrikan kevpada sevsevovrang yang pevrnah mevnevrima jasa atau 
mevmiliki hubungan devngan levmbaga publik atau pevmevrintah, misalnya dalam kovntevks 
pevngadaan kovntrak.9 Larangan tevrhadap gratifikasi bagi pevjabat atau pevnyevlevnggara 
nevgara bukanlah hal baru, tevtapi aturan ini sevmakin mevnjadi pevrhatian karevna masih 
mevmevrlukan sovsialisasi yang levbih luas. Dalam penjelasan Pasal 12B ayat 1 Undang-
Undang Novmovr 20 Tahun 2001 tevntang Pevrubahan atas Undang-Undang Novmovr 31 
Tahun 1999 mevngevnai Pevmbevrantasan Tindak Pidana Kovrupsi (UU Tipikovr), dijelaskan 
bahwa gratifikasi didevfinisikan sevcara luas mevncakup bevrbagai bevntuk pevmbevrian, 

                                                         
7 KBBI Daring, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi, pada tanggal 24 

Desember 2024, pukul 12.30 Wita 
8 Cambridge Dictionary, diakses dari 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption, pada tanggal 24 Desember 
2024, pukul 12.34 Wita 

9 Subelo Wiyono et al., ―Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan 
Karakter Anti Korupsi,‖ Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, 

no. 2 (December 7, 2019): 15–21, https://doi.org/10.36412/CE.V3I2.1096. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption
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sevpevrti uang, barang, povtovngan harga, kovmisi, pinjaman tanpa bunga, tikevt pevrjalanan, 
akovmovdasi, wisata, layanan kevsevhatan gratis, sevrta fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat 
tevrjadi baik di dalam nevgevri maupun luar nevgevri, sevrta dilakukan mevlalui bevrbagai 
sarana, tevrmasuk evlevktrovnik. 

Pada awalnya, gratifikasi dianggap sevbagai bevntuk pevmbevrian yang mevmiliki nilai sovsial 
dan budaya yang povsitif. Tradisi ini sevring kali dipandang sevbagai ungkapan rasa tevrima 
kasih atau pevnghovrmatan. Namun, seviring waktu, makna gratifikasi mevngalami 
pevrgevsevran, tevrutama kevtika pevmbevrian hadiah digunakan sevbagai cara untuk 
mevmbangun hubungan devngan individu yang mevmiliki jabatan publik atau povsisi 
bevrpevngaruh. Kevtika pevmbevrian hadiah dilakukan devngan tujuan tevrtevntu—misalnya 
untuk mevndapatkan kevuntungan atau pevngaruh—praktik ini dapat bevrubah mevnjadi 
tindakan yang bevrtevntangan devngan prinsip kevadilan dan ovbjevktivitas. Hal ini 
mevnimbulkan kevkhawatiran bahwa pevnevrima gratifikasi akan tevrdovrovng untuk 
mevngambil kevputusan yang tidak sevsuai devngan kevwevnangannya. Akibatnya, sevsuatu 
yang awalnya dianggap wajar dalam novrma sovsial dapat bevrkevmbang mevnjadi cevlah 
bagi praktik kovrupsi tevrsevlubung.10 

Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kovrupsi (UU Tipikovr) mevnevtapkan bahwa 
pevnevrima gratifikasi mevncakup pevgawai nevgevri, pevnyevlevnggara nevgara, hakim, sevrta 
advovkat yang ditevntukan bevrdasarkan pevraturan pevrundang-undangan. Sevmevntara itu, 
Undang-Undang Novmovr 20 Tahun 2023 tevntang Aparatur Sipil Nevgara dalam Pasal 1 
ayat 3 mevndevfinisikan Pevgawai Nevgevri Sipil (PNS) sevbagai warga nevgara Indovnevsia yang 
mevmevnuhi pevrsyaratan tevrtevntu dan diangkat sevbagai Pevgawai ASN sevcara tevtap ovlevh 
pevjabat pevmbina kevpevgawaian untuk mevnduduki jabatan pevmevrintahan. ASN sevndiri 
tevrdiri dari PNS dan Pevgawai Pevmevrintah devngan Pevrjanjian Kevrja (PPPK). 

Sevdangkan devfinisi pevnyevlevnggara nevgara dapat ditevmukan dalam Undang-Undang 
Novmovr 28 Tahun 1999 tevntang Pevnyevlevnggaraan Nevgara yang Bevrsih dan Bevbas dari 
Kovrupsi, Kovlusi, dan Nevpovtismev. Pasal 1 ayat 1 mevnyevbutkan bahwa pevnyevlevnggara 
nevgara mevncakup Pevjabat Nevgara yang mevnjalankan fungsi evksevkutif, levgislatif, atau 
yudikatif, sevrta pevjabat lain yang mevmiliki tugas povkovk tevrkait devngan pevnyevlevnggaraan 
nevgara sevsuai devngan pevraturan yang bevrlaku. 

Pevgawai nevgevri atau pevnyevlevnggara nevgara yang mevnevrima gratifikasi, apabila tidak 
dilapovrkan akan dianggap sevbagai suap. Perbedaan gratifikasi dengan suap terletak 
pada unsur niat dari suatu pemberian. jika telah adanya kesepakan terlebih dahulu 
untuk mempengaruhi Tindakan penyelenggara negara, itu termasuk kedalam suap. 
Namun apabila tidak adanya kesepakatan, maka itu merupakan gratifikasi. Sehingga 
gratifikasi yang dianggap sebagai suap apabila gratifikasi tersebut tidak dilaporkan 
serta bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. dan Akan tevtapi Pasal 12C UU 
Tipikovr mevngatur bahwa gratifikasi dapat dianggap bukan sevbagai suap apabila 
dilapovrkan kevpada Kovmisi Pevmbevrantasan Tindak Pidana Kovrupsi (sevlanjutnya disevbut 
KPK) ovlevh pevnevrima gratifikasi paling lambat 30 hari kevrja dihitung dari gratifikasi 
tevrsevbut ditevrima, dan KPK akan mevnevtapkan apakah gratifikasi tevrsevbut mevnjadi 
pevmilik pevnevrima atau mevnjadi milik nevgara. Aturan mevngevnai gratifikasi sevbagaimana 

                                                         
10 Irvan Sebastian Iskandar, ―Konsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik,‖ Jurnal 

Administrasi Publik 14, no. 2 (December 10, 2023), https://doi.org/10.31506/JAP.V14I2.21863. 
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diatur dalam Pasal 12C tevrsevbut, tidak hanya sevlevsai sampai disana. Sevtevlah mevlapovrkan 
gratifikasi, pevnevrima gratifikasi harus patuh pada Pasal 12B UU Tipikovr, pada ayat 2 dan 
3 mevngatur bahwa gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sevpuluhjuta rupiah) atau 
levbih harus dibuktikan ovlevh pevnevrima gratifikasi bahwa itu bukan mevrupakan suap. 
Untuk nilainya yang kurang dari Rp. 10.000.000 (sevpuluhjuta rupiah), gratifikasi 
tevrsevbut dibuktikan ovlevh pevnuntut umum. 

Sevbagaimana diatur bahwa gratifikasi yang ditevrima ovlevh ASN tidak dilapovrkan kevpada 
KPK maka akan dianggap sevbagai tindak pidana suap. Jika dilihat dari kovnstruksi pasal 
Pasal 12B UU Tipikovr pada ayat 2 dan ayat 3 nya yang mevngatur bevsaran nilai gratifikasi 
yang bevrimplikasi pada pevmbuktian asal-usul gratifikasi yang ditevrimanya, ini 
mevmbevrikan akibat kevtidakluasan bevrtindak kevpada pevnevrima dan pevmbevri gratifikasi. 
Karevna akan sangat bevrevsikov jika nilai gratifikasinya sama devngan Rp. 10.000.000 
(sevpuluhjuta rupiah) atau levbih dikarevnakan pevnevrima gratifikasi harus mevmbuktikan 
asal-usul dari gratifikasi yang ditevrimanya, apakah itu illevgal atau sudah sevsuai devngan 
provsevdur hukum yang bevrlaku yang akan dinilai ovlevh KPK.  

Di sisi lain, tevrdapat provfevsi yang mevmiliki kevwevnangan untuk mevnyusun akta ovtevntik, 
yaitu Novtaris.11 Novtaris mevrupakan pevjabat umum yang dibevri wevwevnang untuk 
mevmbuat akta ovtevntik sevrta kevwevnangan lain sevbagaimana tevrcantum dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Novmovr 2 Tahun 2014 tevntang Pevrubahan atas Undang-Undang 
Novmovr 30 Tahun 2004 tevntang Jabatan Novtaris (sevlanjutnya disevbut UUJN). Pevran 
Novtaris sangat stratevgis dalam mevmbevrikan kevpastian hukum di tevngah masyarakat 
Indovnevsia, karevna akta ovtevntik yang dibuat ovlevh Novtaris mevmiliki kevkuatan pevmbuktian 
yang tinggi. Dalam praktiknya, Novtaris bevrtanggung jawab atas kevbevnaran fovrmil dari 
sevtiap akta yang disusunnya. Sevmevntara itu, Pevjabat Pevmbuat Akta Tanah (PPAT) 
adalah pevjabat umum yang mevmiliki kevwevnangan untuk mevnyusun akta ovtevntik 
bevrkaitan devngan pevrbuatan hukum tevrtevntu mevngevnai hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun. Dasar hukum mevngevnai jabatan PPAT ini diatur dalam 
Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 24 Tahun 2016 tevntang Pevrubahan atas Pevraturan 
Pevmevrintah Novmovr 37 Tahun 1998 tevntang Pevraturan Jabatan Pevjabat Pevmbuat Akta 
Tanah. 

Untuk itu ada povtevnsi untuk mevngevlabui pasal 12B dan 12C UU Tipikovr devngan 
mevmbuat gratifikasi yang dibevrikan sevo vlah-ovlah dipevrovlah ovlevh pevnevrima gratifikasi 
sevcara levgal atau sevsuai devngan provsevdur hukum yang bevrlaku. Cevlah atau povtevnsi yang 
dapat digunakan agar pevmbevrian dan pevnevrimaan gratifikasi sulit di lacak, dikarevnakan 
pevnevrima gratifikasi tidak ingin ambil pusing untuk mevlakukan pevlapovran kevpada KPK 
tevrhadap gratifikasi yang ditevrimanya yang kevmudian mevnimbulkan kevwajiban bagi 
pevnevrima untuk mevlakukan pevmbuktian. Adapun cevlah atau povtevnsi itu adalah mevlalui 
transaksi yang dilakukan dihadapan Novtaris-PPAT sevbagai pevjabat umum yang 
bevrwevnang mevmbuat akta ovtevntik, yang dapat dikevmas sevdevmikian rupa agar tidak 
tevrlihat sevpevrti gratifikasi mevlainkan sevsuatu yang dipevrovlevh sevcara sah atau levgal tanpa 
mevlawan hukum. Ovlevh karevna itu tulisan ini bevrmaksud mevncovba mevnjevlaskan apa dan 

                                                         
11 K Lastrisa Maharani et al., ―Kepastian Hukum Pengaturan Jenis Dokumen Yang Dikeluarkan 

Oleh Notaris Dalam Legalisasi Apostille Dari Perspektif Teori Utilitarianisme,‖ Acta 
Comitas  : Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 01 (2025): 163–79, 

https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p12. 
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bagaimana povtevnsi pevnyalahgunaan akta Novtaris-PPAT sevbagai mevdia gratifikasi 
tevrsevlubung.  

Adapun masalah atau provblevm yang pevnulis hevndak kaji tevrcevrmin dalam rumusan 
bevrikut: Rumusan masalah pertama adalah bagaimana akta notaris sebagai akta 
autentik?, rumusan masalah kedua adalah bagaimana modus operandi gratifikasi 
terselubung melalui akta notaris-ppat sebagai media serta bagaimana upaya 
preventifnya?. Tulisan ini mevnjadi suatu kajian yang be vrtujuan untuk mevnyevlidiki dan 
mevnganalisis Povtevnsi Pevnyalahgunaan Akta Novtaris-PPAT Sevbagai Mevdia Gratifikasi 
Tevrsevlubung. Pevnevlitian ini akan mevmbevrikan kovntribusi dalam mevrumuskan 
revkovmevndasi upaya prevvevntif atau pevncevgahan yang dapat dilakukan ovlevh Novtaris-
PPAT dalam mevmbevrikan pevlayanan kevpada sevtiap pevnghadap yang mevnghadap untuk 
mevnggunakan jasanya. 

Sevjauh ini, kajian mevngevnai Novtaris dan Tindak Pidana Kovrupsi bevrfovkus pada novtaris 
sevbagai subjevk yang bevrpevran aktif dalam sevbuah tindak pidana kovrupsi. Seperti, kajian 
yang ditevliti ovlevh Agus Santovsov mevngevnai Tindak Pidana Kovrupsi yang dilakukan 
Novtaris-PPAT dalam Mevnjalankan Kevwevnangan Jabatannya.12 Pevnevlitian tevrsevbut 
mevnevkankan bahwa Novtaris-PPAT dapat ditevtapkan sevbagai tevrsangka karevna 
mevnyalahgunakan kevwevnangan jabatannya pada Pasal 3 dan mevmbantu mevmpevrkaya 
ovrang lain pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikovr. Sevlain itu, kajian Novtaris dan 
Tindak Pidana Kovrupsi banyak mevngkaji mevngevnai pevran novtaris dalam mevncevgah 
Tindak Pidana Pevncucian Uang (TPPU). Seperti Ridhov Ilham dkk13 yang mevngkaji 
tevntang Pevnevrapan Prinsip Mevngevnali Pevngguna Jasa ovlevh Novtaris dalam Pevncevgahan 
dan pevmbevrantasan Tindak Pidana Pevncucian Uang. Namun, kajian mevngevnai akta 
Novtaris-PPAT sevbagai mevdia tindak pidana kovrupsi khususnya gratifikasi masih minim, 
dalam kovntevks ini adalah povtevnsi pevnyalahgunaan akta Novtaris-PPAT sevbagai mevdia 
gratifikasi. Berangkat dari hal ini, penulis melakukan penelitian dengan “Notaris-PPAT 
dan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Potensi Penyalahgunaan Akta Sebagai Media 
Gratifikasi Terselubung.‖ 

2. Metode Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif-empiris  dengan  pendekatan  
hukum doktrinal  untuk   menganalisis   potensi penyalahgunaan akta sebagai media 
gratifikasi terselubung. Fokus  penelitian  adalah  pada  pengkajian  peraturan  
perundang-undangan yang  relevan,  seperti  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,  serta Undang-undang Aparatur Sipil Negara,  
terutama  yang  berkaitan  dengan gratifikasi.  Pendekatan  yang  digunakan adalah   
pendekatan perundang-undangan (statute   approach), dengan   menganalisis regulasi  
terkait  profesi  Notaris-PPAT  dan  tindak pidana Korupsi.  Penelitian  ini  juga  
menggunakan pendekatan  konseptual untuk menganalisis praktik  gratifikasi 

                                                         
12 Agus Santoso, ―Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan 

Kewenangan Jabatannya,‖ Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 4, no. 1 (March 7, 2020): 53, 
https://doi.org/10.33474/HUKENO.V4I1.6448. 

13 Ridho Ilham, ―PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS 
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG IMPLEMENTATION,‖ Unes Journal of Swara Justisia 3, no. 4 (2020): 1–23, 

https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/126. 
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terselubung dengan akta notaris sebagai medianya. Metode pengumpulan bahan  
hukum  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan (library  research),  yang  mencakup 
literatur  hukum,  peraturan,  jurnal  ilmiah,  dan  sumber  relevan  lainnya.  Data  yang 
terkumpul selanjutnya dilakukan analisi secara deskriptif dan preskriptif untuk 
menggambarkan bagaimana peran dan fungsi notaris menurut peraturan perundang-
undangan, gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi 
dengan  fokus  pada  tata cara pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris. 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1. Akta Notaris-PPAT sebagai Akta Autentik 

Istilah "akta" bevrasal dari bahasa Latin acta, yang bevrarti gevschrift atau surat tevrtulis. 
Mevnurut Fovckevma Andreva, akta dapat diartikan sevbagai suatu tindakan (handevling) 
atau pevrbuatan hukum (revchthandevling) yang dituangkan dalam bevntuk tulisan, yang 
sevngaja dibuat untuk dijadikan sevbagai alat bukti dalam pevrbuatan hukum tevrtevntu. 
Sevmevntara itu, Sudiknov Mevrtovkusumov mevndevfinisikan akta sevbagai suatu dovkumevn 
tevrtulis yang ditandatangani dan mevmuat pevristiwa hukum, yang mevnjadi dasar 
timbulnya suatu hak atau pevrikatan, dan sevjak awal mevmang dimaksudkan untuk 
kevpevntingan pevmbuktian.14 Dalam kovntevks pevmbuktian mevnurut Pasal 1867 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pevrdata (KUHPevrdata), pevmbuktian devngan tulisan dapat 
dilakukan mevlalui akta ovtevntik maupun akta di bawah tangan. 

Levbih lanjut, Pasal 1868 KUHPevrdata mevnjevlaskan bahwa akta ovtevntik adalah akta yang 
dibuat sevsuai devngan bevntuk yang ditevntukan ovlevh undang-undang, ovlevh atau di 
hadapan pevjabat umum yang bevrwevnang, sevrta dibuat di dalam wilayah hukum 
tevmpat pevjabat tevrsevbut mevnjalankan jabatannya. Devngan kata lain, suatu akta dapat 
dikatevgovrikan sevbagai akta ovtevntik apabila mevmevnuhi tiga unsur utama, yakni: 
pevrtama, dibuat dalam bevntuk yang tevlah ditevntukan ovlevh pevraturan pevrundang-
undangan; kevdua, disusun ovlevh atau di hadapan pevjabat umum yang mevmiliki 
kevwevnangan; dan kevtiga, disusun di wilayah kevrja pevjabat yang bevrsangkutan. 

Kata ovtevntik mevrupakan sevrapan dari bahasa inggris yaitu Authevntic devevd, dalam 
bahasa Bevlanda disevbut devngan Authevntievkev Aktev Van. Sevdangkan dalam Kamus Bevsar 
Bahasa Indovnevsia (KBBI), ovtevntik bevrarti asli, sah, dapat dipevrcaya. Sevcara yuridis, akta 
ovtevntik bevrkaitan devngan fungsi atau kevdudukannya sevbagai alat bukti, sevbagaimana 
dalam pasal 1870 KUHPevrdata mevngatur bahwa suatu akta ovtevntik mevmbevrikan suatu 
bukti yang sevmpurna tevntang apa yang tevrmuat di dalamnya.  

Novtaris adalah pevjabat umum yang bevrwevnang mevmbuat akta autevntik. Kevwevnangan 
tevrsevbut kevmudian dijabarkan dalam Pasal 15 UUJNP yang mevngatur bahwa Novtaris 
bevrwevnang mevmbuat akta autevntik mevngevnai sevmua pevrbuatan, pevrjanjian, dan 
pevnevtapan yang diharuskan ovlevh pevraturan pevrundang-undangan.  

Akta novtariil dikatakan sevbagai akta ovtevntik dikarevnakan tevlah mevmevnuhi unsur pasal 
1868 KUHpevrdata, yang mana akta novtaris dibuat dalam bevntuk yang ditevntukan 
undang-undang, dibuat ovlevh atau dihadapan novtaris sevbagai pevjabat umum yang 
bevrwevnang, dan dibuat di wilayah kevwevnangan novtaris yang mevmbuatnya. Ini 

                                                         
14 Agus Toni Purnayasa, ―Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi 

Syarat Pembuatan Akta Autentik,‖ Acta Comitas  : Jurnal Hukum Kenotariatan 3, no. 3 (2019): 

395, https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p01. 
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kevmudian mevnjadikan akta novtaris mevmiliki kevkuatan pevmbuktian yang sevmpurna 
karevna mevmiliki kevkuatan pevmbuktian lahiriah, kevkuatan pevmbuktian fovrmal, dan 
kevkuatan pevmbuktian matevriil.  

Kevkuatan pevmbuktian lahiriah yaitu kevkuatan akta itu sevndiri untuk mevmbuktikan 
dirinya sevndiri sevbagai akta ovtevntik. Kevkuatan pevmbuktian fovrmal yaitu kevkuatan 
pevmbuktian akta itu sevndiri untuk mevmbuktikan bahwa dirinya tevlah dibuat sevsuai 
devngan aturan hukum untuk itu dan apa yang dinyatakan dan yang tevrcantum di 
dalamnya adalah kevbevnaran yang dilakukan dan disaksikan ovlevh pevjabat yang 
mevmbuatnya. Kevkuatan pevmbuktian matevriil yaitu kevkuatan pevmbuktian tevntang 
matevri suatu akta ovtevntik mevmbevri diantara para pihak bevsevrta ahli warisnya atau 
ovran-ovrang yang mevndapat hak dari mevrevka suatu bukti yang sevmpurna tevntang apa 
yang dimuat di dalamya. 

Akta Notariil dapat terdegradasi jika tidak mengindahkan Pasal 1320 KUHPerdata 
yakni sepakat, cakap, hal tertentu, dan causa yang halal. Sepakat dan cakap 
merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan causa yang halal merupakan 
syarat objektif. Akta notariil akan memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan 
apabila tidak terakomodirnya syarat subjektif yang berimplikasi akta tersebut dapat 
dimohonkan pembatalan. Manakalah syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka akan 
mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.15  

 
3.2. Modus Operandi Gratifikasi Terselubung melalui Akta Notaris-PPAT 

sebagai Media serta Bagaimana Upaya Preventifnya 
3.2.1. Modus Operandi 

Dalam ranah hukum Indovnevsia, pevran Novtaris dan PPAT (Pevjabat Pevmbuat Akta 
Tanah) sangat signifikan dalam mevlayani kevbutuhan masyarakat tevrkait levgalisasi 
dovkumevn dan transaksi. Namun, pevran ini dapat mevnjadi cevlah untuk praktik 
gratifikasi tevrsevlubung. Gratifikasi tevrsevlubung mevrujuk pada pevmbevrian yang bevrsifat 
tidak langsung tevtapi dimaksudkan untuk mevmpevngaruhi kevputusan atau tindakan 
pevjabat publik dalam mevnjalankan tugasnya. 

Dalam kovntevks pevmbevrantasan kovrupsi di Indovnevsia, gratifikasi mevnjadi salah satu 
bevntuk kevjahatan yang mevndapatkan pevrhatian sevrius. Bevrdasarkan Pasal 12B UU 
Tipikovr, sevtiap bevntuk gratifikasi yang ditevrima ovlevh pevjabat publik harus dilapovrkan 
kevpada Kovmisi Pevmbevrantasan Kovrupsi (KPK) jika bevrhubungan devngan jabatan dan 
bevrlawanan devngan kevwajiban atau tugasnya. Namun, tevrdapat povtevnsi praktik 
gratifikasi tevrsevlubung dilakukan devngan mevmanfaatkan akta novtaris sevbagai 
mevdianya, bukan mevlibatkan novtaris itu sevndiri sevcara langsung karevna tugas novtaris 
hanya mevnuangkan apa yang ditevrangkan ovlevh para pihak kevdalam akta dibuatnya, 
mevlainkan mevnggunakan akta sevbagai mevdia atau alat untuk mevlevgitimasi pevmbevrian 
gratifikasi agar tevrlihat sah di mata hukum.  

Sevbagaimana tevlah disevbutkan sevbevlumya, bahwa pevnevrima gratifikasi yaitu pevgawai 
nevgevri, pevnyevlevnggara nevgara, hakim, dan sevsevovrang yang mevnurut kevtevntuan 
pevraturan pevrundang-undangan ditevntukan mevnjadi advovkat. Undang-Undang ASN 
mevngatur Pevgawai Nevgevri Sipil adalah warga nevgara Indovnevsia yang mevmevnuhi syarat 

                                                         
15 Radhityas Kharisma Nuryasinta, ―Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Bagi 

Para Pihak,‖ Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 9, no. 01 (2024): 190–205. 
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tevrtevntu, diangkat sevbagai Pevgawai ASN untuk mevnduduki jabatan pevmevrintahan.  
ASN tevrdiri dari PNS dan PPPK. Sevdangkan Pevnyevlevnggara Nevgara adalah Pevjabat 
Nevgara yang mevnjalankan fungsi evksevkutif, levgislatif, atau yudikatif, dan pevjabat lain 
yang fungsi dan tugas povkovknya bevrkaitan devngan pevnyevlevnggaraan nevgara sevsuai 
devngan kevtevntuan pevraturan pevrundang-undangan. 

Pevnevrima gratifikasi tidak bovlevh levpas atau diluar dari povsisi yang disevbutkan diatas. 
Gratifikasi tevrsevlubung tevrjadi kevtika sevovrang pevmbevri gratifikasi mevmbevrikan sevsuatu 
kevpada pevnevrima gratifikasi tanpa tevrdevtevksi ovlevh KPK. Sevbagai covntovh, sevovrang 
pevngusaha ingin mevmbevrikan gratifikasi sevbevsar Rp10 miliar kevpada sevovrang 
Pevnyevlevnggara Nevgara. Jika dibevrikan sevcara langsung, nilai sevbevsar itu akan 
tevrindikasi sevbagai suap, dan B wajib mevlapovrkan pevnevrimaan tevrsevbut kevpada KPK 
dan harus mevmbuktikan bahwa gratifikasi tevrsevbut. 

Dalam kasus gratifikasi, niat jahat sevring kali bevrsifat tevrsevmbunyi dan baru tevrbevntuk 
sevtevlah pevgawai nevgevri atau pevnyevlevnggara nevgara mevnevrima pevmbevrian tevrsevbut. Ovlevh 
karevna itu, dalam sistevm pevmbalikan bevban pevmbuktian, tevrdakwa harus 
mevmbuktikan apakah ada atau tidaknya niat jahat saat mevnevrima gratifikasi. Bevrbevda 
devngan gratifikasi, niat jahat dalam suap pasif biasanya dibuktikan mevlalui mevtovdev 
kovnvevnsiovnal ovlevh Jaksa Pevnuntut Umum. Indikasi niat jahat juga dapat tevrlihat dari 
adanya kevsevpakatan bevrsama atau mevevting ovf mind antara pevmbevri dan pevnevrima 
suap, yang mevnunjukkan adanya kevsamaan tujuan dalam transaksi tevrsevbut. Sevlain itu, 
bevrdasarkan Pasal 12C UU Tipikovr, pevgawai nevgevri atau pevnyevlevnggara nevgara yang 
mevlapovrkan gratifikasi yang ditevrimanya kevpada Kovmisi Pevmbevrantasan Kovrupsi 
(KPK) dalam waktu 30 hari kevrja tidak akan dikevnakan pevnuntutan pidana 
sevbagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikovr 

Untuk itu adanya povtevnsi dibuatnya skevnariov untuk mevngevlabui pasal 12B dan 12C UU 
Tipikovr agar gratifikasi tevrsevbut sulit atau tidak tevrdevtevksi. Mevnyambung covntovh 
diatas, dapat dilaksanakan devgan bevbevrapa skevnariov sevpevri jual bevli asevt, pevnevrbitan 
utang-piutang, dan hibah yang kevsevluruhan provsevsnya hanya dapat dilakukan mevlalui 
jasa yang disevdiakan o vlevh Novtaris-PPAT, mevngingat pevnevrima gratifikasi tidak ingin 
ambil pusing untuk mevlakukan pevlapovran kevpada KPK tevrhadap gratifikasi yang 
ditevrimanya yang kevmudian mevnimbulkan kevwajiban bagi pevnevrima untuk mevlakukan 
pevmbuktian. 

Povtevnsi skevnariov pevrtama mevlalui jual bevli, pada skevnariov ini pevmbevri gratifikasi dan 
pevnevrima gratifikasi mevngatur sevovlah-ovlah transaksi dilakukan sevbagaimana transaksi 
jual bevli pada umumnya devngan nilai asevt yang sevtara devngan Rp10 miliar, devngan 
masing-masing mevmainkan pevran sevbagai pevnjual dan pevmbevli saat mevnghadap di 
hadapan novtaris. Akan tevtapi sevbevnarnya tidak ada transaksi yang tevrjadi antara 
pevnjual devngan pevmbevli. Devngan dilaksanakannya scevnariov tevrsevbut akan mevmbuat 
gratifikasi yang ditevrima tevrlihat sevbagai sevsuatu yang dipevrovlevh sevcara sah dan tevlah 
sevsuai devngan kevtevntuan hukum yang ada.  

Povtevnsi skevnariov kevdua yakni devngan pevnevrbitan utang-piutang yang mevlibatkan akta 
pevrjanjian utang-piutang di novtaris. Pevnulis mevnilai ini mevrupakan cevlah yang dapat 
digunakan dalam mevnyevlundupkan gratifikasi. Pevmbevri dan pevnevrima gratifikasi 
mevmungkinkan mevmakia cara pevnevrbitan pevrjanjian utang-piutang yang dibuat di 
hadapan Novtaris devngan skevnariov pevnevrima gratifikasi sevovlah-ovlah mevminjam uang 
kevpada pevmbevri gratifikasi sevjumlah nilai gratifikasi yang akan dibevrikan ovlevh pevmbevri 
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kevpada pevnevrima gratifikasi. Padahal faktanya pevnevrima gratifikasi sevbagaimana 
dalam skevnariov bevrtindak sevlaku pihak devbitovr atau pevnevrima utang tidak mevmiliki 
kevwajiban untuk mevngevmbalikan dana yang tevlah di pinjam tevrsevbut dikarevnakan 
tujuan awal transaksi mevrupakan pevmbevrian gratifikasi yang dibevrikan kevpadanya. 

Karaktevristik dari movdus pevnevrbitan utang-piutang pada dasarnya hanya sevbagai 
alasan fovrmal untuk mevmindahkan uang sevcara levgal. Sevhingga mevdia yang tevpat 
adalah akta pevrjanjian utang-piutang yang dibuat sah dan sevsuai devngan hukum yang 
bevrlaku sevhingga jevjaknya sulit atau bahkan tidak dapat tevrdevtevksi. Sevrta tidak adanya 
mevkanismev yang jevlas atau yang nyata untuk pevngevmbalian utang.   

Skevnariov lainnya juga dapat dilakukan mevlalui hibah. Sevbagaimana dikevtahui bevrsama 
bahwa hibah harus dilakukan devngan akta novtaris. Ini sevbagaimana diatur dalam Pasal 
1682 KUHpevrdata yang apabila tidak dilakukan devngan akta novtaris, maka 
pevnghibahan itu dianggap tidak sah. Kevmbali kevpada kovntevks povtevnsi skevnariov yang 
mevmungkinkan dilakukan untuk di mevlakukan gratifikasi tevrsevlubung yaitu devngan 
cara hibah yang dibevrikan ovlevh pevmbevri gratifikasi kevpada pevnevrima gratifikasi baik 
bevrupa barang atau asevt yang nilainya sama devngan nilai gratifikasi yang akan 
dibevrikan. 

3.2.2. Upaya Preventif  

J.A. Lo vevff, sevbagaimana dikutip ovlevh E v. Utrevcht, mevnguraikan kritevria yang 
mevmbevdakan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik bevrfovkus pada 
hubungan antara nevgara dan warga nevgaranya, di mana nevgara bevrpevran langsung 
dalam mevngatur dan mevngovntrovl intevraksi masyarakat devngan pevmevrintah. Sevmevntara 
itu, hukum privat mevngatur hubungan antarindividu, atau devngan kata lain, 
hubungan ovrang pevr o vrang. Pada ranah hukum publik, nevgara mevmiliki pevran aktif 
dalam mevmastikan kevpatuhan tevrhadap aturan yang bevrlaku. Sevbaliknya, dalam 
hukum privat, nevgara tidak hadir sevcara langsung, tevtapi mevmbevrikan kevwevnangan 
kevpada Novtaris untuk mevnyaksikan dan mevngevsahkan bevrbagai pevrbuatan hukum 
yang dilakukan ovlevh individu. Devngan devmikian, Novtaris bevrfungsi sevbagai 
pevrwakilan nevgara dalam mevmastikan levgalitas dan kevabsahan transaksi yang 
dilakukan ovlevh masyarakat. 

Novtaris mevrupakan pevjabat umum yang mevmiliki kevwevnangan untuk mevnyusun akta 
autevntik sevrta mevnjalankan tugas lain yang diatur dalam pevraturan pevrundang-
undangan. Bevrdasarkan kevtevntuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan 
Novtaris (UUJNP), novtaris bevrpevran dalam mevlaksanakan sevbagian tugas nevgara di 
bidang hukum kevpevrdataan. Sevbagai pevjabat yang bevrwevnang, novtaris bevrtugas untuk 
mevrumuskan pevrjanjian dalam bevntuk akta autevntik bevrdasarkan kevhevndak para pihak 
yang tevrlibat. Akta tevrsevbut dibuat di hadapan novtaris guna mevmastikan kevabsahan 
dan kevpastian hukum dalam sevtiap transaksi yang dilakukan. Devngan devmikian, 
novtaris mevmiliki pevran pevnting dalam mevnjaga transparansi dan levgalitas dalam 
bevrbagai pevrjanjian hukum. 

Pevntingnya provfevsi No vtaris bagi masyarakat bevrkaitan devngan pevnyusunan akta 
ovtevntik sevbagai bukti adanya transaksi hukum diantara para pihak. Pevnyusunan akta 
ovtevntik diatur dalam pevraturan pevrundang-undangan dalam rangka kevamanan, 
kevtevrtiban, dan pevrlindungan hukum.  
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Nevgara hukum harus bevrlandaskan pada hukum yang baik dan adil. Hukum yang 
baik adalah hukum yang devmovkratis, bevrdasarkan kevhevndak rakyat dan sevsuai devngan 
kevsadaran hukum rakyat, sevdangkan hukum yang adil adalah hukum yang tevpat dan 
sevsuai devngan tujuan sevtiap hukum, yaitu kevadilan. Dari sudut pandang sovsiovlovgi 
hukum, provsevs pevnyusunan undang-undang dilakukan sevcara transparan, devmovkratis, 
dan bevrsumbevr dari aspirasi atau kevbutuhan masyarakat, sevhingga pada gilirannya 
diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat ditevrima ovlevh masyarakat devngan 
kevsadaran pevnuh.16  

Dalam upaya mevncevgah tevrjadinya tindak pidana kovrupsi kovrupsi gratifikasi 
tevrsevlubung, prinsip-prinsip dan provsevs dalam mevnyusun akta ovtevntik ovlevh novtaris 
harus ditevrapkan sevcara rigit. Adapun prinspi-prinsip yang harus ditevrapkan ovlevh 
novtaris guna mevncevgah pevmanfaatan akta ovtevntik novtaris sevbagai mevdia gratifikasi 
tevrsevbung, yaitu pevnevrapan prinsip tevrang dan tunai, pevnevrapan prinsip kevhati-hatian, 
sevrta pevnevrapan prinsip mevngevnali pevngguna jasa.   

a. Penerapan Prinsip Terang dan Tunai  

Prinsip tevrang dan tunai mevrupakan aspevk krusial yang harus dipevrhatikan ovlevh 
Novtaris dan PPAT dalam transaksi jual bevli. Pasal 1457 KUHPevrdata mevnyatakan 
bahwa jual bevli adalah suatu pevrjanjian di mana satu pihak bevrkovmitmevn untuk 
mevnyevrahkan barang, sevmevntara pihak lain bevrkevwajiban mevmbayar harga yang tevlah 
disevpakati. Pasal 1458 mevnevgaskan bahwa kevsevpakatan dianggap sah bevgitu kevdua 
bevlah pihak mevncapai pevrsevtujuan mevngevnai ovbjevk dan harga, mevskipun barang bevlum 
disevrahkan atau pevmbayaran bevlum dilakukan. Dalam kovntevks jual bevli tanah dan 
bangunan, Undang-Undang Novmovr 5 Tahun 1960 tevntang Pevraturan Povkovk Agraria 
(UUPA) mevnevgaskan bahwa transaksi harus dilakukan devngan prinsip tevrang dan 
tunai guna mevnjamin kevpastian hukum. 

Prinsip tevrang dan tunai dalam jual bevli tanah mevmiliki makna yang sangat pevnting 
dalam mevmastikan levgalitas dan kevabsahan transaksi. Tevrang bevrarti bahwa provsevs jual 
bevli harus dilakukan di hadapan Pevjabat Pevmbuat Akta Tanah (PPAT), yang 
mevrupakan pevjabat revsmi yang ditunjuk ovlevh pevmevrintah sevsuai devngan lovkasi tanah 
yang dipevrjualbevlikan. Devngan devmikian, transaksi dilakukan sevcara tevrbuka, tidak 
sevcara diam-diam atau tevrsevmbunyi. Tunai mevngacu pada pevlaksanaan pevnyevrahan 
tanah dan pevmbayaran harga yang dilakukan sevcara simultan, yakni dalam satu 
waktu. Artinya, transaksi dianggap sevlevsai bevgitu tanah disevrahkan kevpada pevmbevli 
dan pevmbayaran dilakukan.17 Sevhingga, kovnsevp tevrang dan tunai mevnevgaskan bahwa 
pevralihan hak atas tanah dan bangunan harus dilakukan sevcara revsmi di hadapan 
PPAT sevrta dibuktikan devngan Akta Jual Bevli (AJB) sevbagai dovkumevn yang sah, yang 
mevnunjukkan bahwa kevpevmilikan tanah tevlah bevrpindah dari pevnjual kevpada pevmbevli. 

Prinsip tevrang dan tunai dapat mevncevgah tevrjadinya tindak pidana kovrupsi khususnya 
gratifikasi yang dapat mevmanfaatkan akta ovtevntik Novtaris-PPAT sevbagai mevdia untuk 
                                                         
16 ‗Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts | Technium Social 

Sciences  Journal‘ 
https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/5921, diakses 5 Maret 
2025 

17 Ghazahra Vesti Rana and Tiurma Mangihut Pitta Allagan, ―Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa 
Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang Dan Tunai,‖ JATISWARA 36, 

no. 3 (November 29, 2021): 262–71, https://doi.org/10.29303/JTSW.V36I3.339. 

https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/5921
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disamarkannya sevbuah gratifikasi atau devngan kata lain dapat disevbut gratifikasi 
tevrsevlubung. Novtaris-PPAT harus mevmastikan transaksi yang dilakukan ovlevh 
pevnghadap dalam covntovhnya transaksi jual bevli yang dilangsungkan dihadapannya, 
harus bevnar-bevnar sevnyatanya tevlah tevrjadi transaksi yang natural. Tevrang, ovbjevk 
transaksi yang ditevrima ovlevh pihak pevmbevli tevlah disevrahkan ovlevh pevnjual devngan 
tanpa adanya sevngkevta atau masalah hukum yang mevngikat ovbjevk transaksi. Tunai, 
novtaris sevbisanya mevngupayakan jumlah nilai yang disevpakati dalam transaksi 
mevmang bevnar tevlah ditevrima ovlevh pihak pevnjual devngan kata lain pevmbayaran dari 
pihak kevdua dilakukan dihadapan Novtaris-PPAT atau devngan cara lain mevmastikan 
adanya bukti tevlah dilakukannya pevmbayaran dari pihak pevmbevli kevpada pihak 
pevnjual. Ini dapat dilakukan guna mevncevgah povtevnsi tevrjadinya gratifikasi tevrsevlubung 
mevnggunakan mevdia Akta yang dibuat ovlevh Novtaris/PPAT.   

b. Penerapan Prinsip Kehati-hatian  

Novtaris adalah jabatan kevpevrcayaan yang harus sevlaras devngan pribadi yang 
mevnjalankanya, bagaikan dua sisi mata kovin yang tidak tevrpisahkan. Jabatan tevrsevbut 
tidak akan bevrarti jika dijalankan ovlevh ovrang yang tidak dapat dipevrcaya.18 

Dalam mevlaksanakan tugas dan fungsinya sangat pevnting bagi Novtaris untuk 
mevnevrapkan asas kevhati-hatian dalam mevnyusun akta ovtevntik, karevna sevringkali timbul 
pevrmasalahan hukum dalam akta ovtevntik yang dibuat ovlevh Novtaris karevna adanya 
pihak-pihak yang mevlakukan kevjahatan sevpevrti mevmbevrikan surat dan kevtevrangan 
palsu dalam pevmbuatan akta. Ovlevh karevna itu, untuk mevnghindari tevrjadinya tindak 
pidana yang dapat mevngakibatkan Novtaris tevrjevrumus dalam pevrmasalahan hukum, 
maka Novtaris harus dapat bevrtindak levbih tevliti dan hati-hati dalam Mevnyusun akta.   

Novtaris wajib atau diwajibkan kevhadirannya sevcara hukum untuk mevmbantu dan 
mevlayani masyarakat yang mevmevrlukan bukti tevrtulis yang ovtevntik mevngevnai kevadaan, 
pevristiwa atau pevrbuatan hukum. Namun saat ini akta-akta umum yang dibuat ovlevh 
novtaris sevring kali tevrkait devngan tindak pidana karevna novtaris tidak mevnevrapkan asas 
kevhati-hatian dalam mevmbuat akta ovtevntik, dan mevlakukan screvevning apakah 
mevngandung unsur pidana atau tevrdapat pevnyevlundupan hukum. Ini mevnyevbabkan 
novtaris sevring kali tevrsevrevt dalam tindak pidana yang dilakukan ovlevh klievnnya, karevna 
tidak mevnevrapkan asas kevhati-hatian dalam pevmevriksaan sevcara mevnyevluruh tevrhadap 
dovkumevn yang disevrahkan para pihak baik itu dovkumevn subjevk maupun ovbjevk pada 
saat mevnyusun akta.19 

Guna mencegah novtaris tevrsevrevt dalam tindak pidana yang dilakukan ovlevh klievnnya, 
dipevrlukan pevnevrapan prinsip kevhati-hatian yang rigit ovlevh Novtaris-PPAT itu sevndiri 
dalam praktik pevmbuatan Akta autevntik. Tidak sevdikit tindak pidana yang bevrpovtevnsi 
mevnyevrevt novtaris mevlalui akta yang dibuatnya, tidak tevrbatas pada gratifikasi devngan 
mevmanfaatkan akta novtaris atau PPAT sevbagai mevdia dilakukannya tindak pidana 

                                                         
18 Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, ―PRINSIP KEHATI-HATIAN 

DALAM MEMBUAT AKTA OLEH NOTARIS,‖ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 
11, no. 1 (May 30, 2022): 24–33, https://doi.org/10.28946/RPT.V11I1.1640. 

19 G. N. (GRACE) RASTA, ―Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi 
Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar),‖ Premise Law 

Journal 7 (2015): 14072, https://www.neliti.com/publications/14072/. 
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tevrsevbut. Ini mevnunjukkan sevbevrapa pevntingnya novtaris pevrlu mevmiliki sevnsovr yang 
tanggap untuk mevncevgah tevrjadinya tindak pidana tevrsevbut.   

Prinsip kevhati-hatian dalam provfevsi Novtaris sangat pevnting untuk mevmastikan 
kevabsahan dan levgalitas dovkumevn yang dibuat. Mevnurut Banyuasin Evlly Srigustini SH., 
MK.n, dalam wawancara yang dilakukan oleh Brillian Pratama dkk tanggal 12 Maret 
2021, bahwa pevnevrapan prinsip ini dimulai devngan mevmbevrikan evdukasi hukum 
kevpada para pevnghadap agar mevrevka mevmahami hak dan kevwajiban mevrevka. 
Sevlanjutnya, Novtaris harus mevnuangkan kevinginan para pevnghadap dalam akta 
autevntik devngan tevtap mevmatuhi aturan yang bevrlaku. Sevmua pevrsyaratan harus 
dipevnuhi dan dipevriksa sevcara mevnyevluruh, tevrmasuk pevngevcevkan dovkumevn devngan 
instansi tevrkait. Provsevs vevrifikasi ini mevncakup pevmevriksaan langsung mevlalui sistevm 
ovnlinev instansi pevmevrintahan, sevpevrti pevngevcevkan Kartu Idevntitas Pevnduduk mevlalui 
sistevm Dinas Kevpevndudukan dan Catatan Sipil. Sevlain itu, Novtaris juga pevrlu 
mevncovcovkkan biovdata, sevpevrti tanggal lahir dan alamat, devngan infovrmasi yang 
tevrcantum dalam Kartu Tanda Pevnduduk untuk mevmastikan kevakuratan data.20 

Hal sevnada juga disampaikan ovlevh Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., M.Kn, 
notaris di kabupaten Badung, dalam wawancara yang dilaksanakan tanggal 31 
Oktober 2024 bertempat di kantornya, mengatkan bahwa dalam mevmbuat akta ovtevntik, 
novtaris harus mevlalui tiga tahap, yaitu; tahap mevngko vnstatir, tahap mevngkovnstituir, 
dan terakhir tahap mevmvevrlevijdevn. Tahap Kovnstatir adalah rangkaian Tindakan 
Novtaris atau PPAT dalam mevngkovnstatir fakta-fakta evmpiris sevbagai fakta hukum 
devngan mevlakukan tindakan bevrupa mevngkualifikasi pevristiwa kovnkrit yang yang 
bevrasal dari kevtevrangan para pevnghadap sevbagai pevrbutan atau pevristiwa hukum. Ini 
pevnting karevna kevtevrangan yang dibevrikan ovlevh para pevnghadap bevlum tevntu sevlaras 
devngan kevhevndak para pevnghadap. Sevlain itu, juga mevlakukan vevrifikasi dan atau 
validasi tevrhadap data subjevk dan kevtevrangan yang dibevrikan para pevnghadap. 
Kevmudian, tahap mevngkovnstituir dilakukan sevtevlah tahap mevngkovnstatir tevlah 
rampung dilakukan. Kovnstituir bevrtujuan untuk mevnevntukan jevnis pevrbuatan atau 
pevristiwa hukum yang dimaksud ovlevh para pevnghadap untuk sevlanjutnya dijadikan 
dasar mevnevntukan jevnis akta apa yang akan dibuat ovlevh novtaris. Tevrakhir, tahap 
mevmvevrlevijdevn mevrupakan tahap untuk Novtaris/PPAT mevnyusun rancangan atau 
draft minuta akta, kevmudian mevmbacakan, mevnjevlaskan bilama dipevrlukan, 
mevnandatangankan akta, mevngevsahkan minuta akta, dan mevngevluarkan salinan akta.  

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam mevmbuat sevbuah akta ovtevntik seperti pengenalan 
identitas, memverifikasi data subjek dan objek, cermat, teliti, dan melaporkan jika ada 
kecurigaan terjadinya pencucian uang, ini mevrupakan gambaran implevmevntasi dari 
prinsip kevhati-hatian atau Prudential principle ovlevh novtaris.21 Pevnevrapan prinsip kevhati-
hatian ovlevh sevovrang Novtaris mevrupakan hal yang sangat pevnting, apabila sevovrang 
Novtaris tidak mevnjunjung asas kevhati-hatian dalam mevnjalankan tugas dan fungsinya 
sevhingga mevlanggar kevtevntuan hukum yang bevrlaku, maka hal ini dapat mevnimbulkan 
kevrugian baik bagi para pihak dalam akta tevrsevbut maupun bagi Novtaris itu sevndiri.15 
Dalam kaitannya devngan gratifikasi tevrsevlubung, prinsip kevhati-hatian juga bevrpevran 
                                                         
20 Pratama, Warsito, and Adriansyah, ―PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMBUAT 

AKTA OLEH NOTARIS.‖ 
21 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I. W. (I) Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan, ―Prinsip 

Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,‖ Acta Comitas  : Jurnal Hukum 

Kenotariatan 03, no. 1 (April 2, 2018): 241261, https://doi.org/10.24843/AC.2018.V03.I01.P05. 
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pevnting dalam mevncevgah povtevnsi-povtevnsi pevmanfaatan akta Novtaris-PPAT sevbagai 
mevdia untuk mevnyevlundupkan pevrbuatan gratifikasi.  

c. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa  

Novtaris mevmiliki pevran pevnting sevbagai pihak pevlapovr dalam upaya pevncevgahan dan 
pevmbevrantasan tindak pidana pevncucian uang, sevbagaimana yang tevlah ditevtapkan 
dalam Pevraturan Pevmevrintah Novmovr 43 Tahun 2015. Dalam hal ini, pevngguna jasa 
mevrujuk pada individu yang mevmanfaatkan layanan Novtaris. Sevlanjutnya, kevtevntuan 
Pasal 2 ayat 1 Pevraturan Mevntevri Hukum dan HAM Novmovr 9 Tahun 2017 mevmpevrjevlas 
bahwa Novtaris bevrkevwajiban mevnevrapkan prinsip mevngevnali pevngguna jasanya guna 
mevmastikan transparansi dan kevpatuhan tevrhadap revgulasi yang bevrlaku. 

Prinsip mevngevnali pevngguna jasa sevbevnarnya sudah levbih dulu ditevrapkan dalam 
dunia pevrbankan devngan istilah "asas mevngevnal nasabah". Kovnsevp ini diatur dalam 
Pevraturan Bank Indovnevsia Novmovr 3/10/PBI/2001, yang mevnevtapkan standar bagi 
levmbaga kevuangan untuk mevmahami dan mevmvevrifikasi idevntitas nasabah mevrevka. 
Dalam bahasa Inggris, prinsip ini dikevnal sevbagai "Knovw Yovur Custovmevr Principles" 
(KYC) principlevs, yang bevrtujuan untuk mevncevgah praktik ilevgal sevpevrti pevncucian 
uang dan pevndanaan tevrovrismev devngan mevmastikan bahwa sevtiap transaksi dilakukan 
ovlevh pihak yang sah.22 Disamping itu prinsip mengenali pengguna jasa dikenal juga 
dengan Customer Due Dilligence (CDD) dan tindak lanjutnya berupa Echanced Due 
Dilligence (EDD), penerapan CDD dan EDD ini dilakukan dengan mengisi formulir 
yang telah disesiakan. Pengguna jasa tinggal mengisi formulit CDD, dan pelapor 
(notaris) mengisi EDD kemudian ditindaklanjuti dengan menilai tingkat resiko 
pengguna jasa.23 

Teknis penerapan prinsip ini bagi notaris diatur lebih lanjut dalam Pevraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Novmovr 9 Tahun 2019 tevntang Penerapan Prinsip 
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, sevcara evksplisit dalam Pasal 2 ayat 2 jo. Pasal 
ayat 3 mevngatur bahwa dalam mevngevnali pevngguna jasanya novtaris harus mevlakukan 
idevntifikasi, vevrifikasi, dan pevmantauan transaksi. Provsevs idevntifikasi, vevrifikasi, dan 
pevmantauan transaksi ini dilakukan ovlevh novtaris kevtika mevmbevrikan jasa bevrupa 
mevmpevrsiapkan dan mevlakukan transaksi pevmbevlian dan pevnjualan provpevrti, 
pevngevlo vlaan tevrhadap uang, evfevk, pevngevlovlaan revkevning girov, tabungan, devpovsitov, 
dan/atau revkevning evfevk, pevngovpevrasian dan pevngevlovlaan pevrusahaan, pevndirian, 
pevmbevlian, dan pevnjualan badan hukum.  

Provsevs indevntifikasi pevngguna jasa dilakukan devngan cara pevngumpulan infovrmasi 
pevngguna jasa, Adapun pevngguna jasa yang dikumpulkan infovmasinya mevliputi 
pevngguna jasa ovrang pevrsevovrangan, kovrpovrasi, dan pevrikatan lainnya. Infovrmasi yang 
dikumpulan untuk pevngguna jasa ovrang pevrsevovrangan mevliputi; idevntitas, pevkevrjaan, 
sumbevr dana, tujuan transaksi, Novmovr Povkovk Wajib Pajak (NPWP), dan infovmasi lain 
yang dipevrintahkan sevsuai devngan kevtevntuan pevraturan pevrundang-undangan. ini 
mevrupakan bagian dari mevngkovnstatir. Sevtevlah dilakukan idevntifikasi, novtaris wajib 

                                                         
22 Ida Bagus Dobi Suandika and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, ―Validasi Oleh Notaris 

Terhadap Kebenaran Keterangan Dan Dokumen Para Penghadap,‖ Acta Comitas  : Jurnal 
Hukum Kenotariatan 7, no. 3 (2022): 179–88, https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p1. 

23 I Made Hendra Hendra Kusuma, Problematik Notaris Dalam Praktik, 2nd ed. (Denpasar: 

Udayana University Press, 2025). 
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mevlakukan vevrifikasi tevrhadap infovrmasi dan dovkumevn yang didapat dari pevngguna 
jasa sevbagaimana disevbutkan diatas, devngan dapat mevminta kevtevrangan kevpada 
pevngguna jasa guna mevngevtahui kevbevnaran fovrmil dari dovkumevn tevrsevbut. Sevtevlah itu, 
novtaris harus mevlakukan pevmantauan kevwajaran transaksi pevngguna jasa. Kevwajaran 
transaksi yang dimaksud sevpevrti, apakah harga jual sevsuatu yang dijadikan ovbjevk 
dalam jual bevli sevsuai devngan harga pasar atau tidak, apakah uang yang digunakan 
untuk mevmbayar ovlevh pihak pevmbevli bevrasal dari sumbevr yang levgal atau di dapatkan 
mevlalui cara-cara yang tidak mevlanggar kevtevntuan hukum, apakah transaksi yang 
dilakukan tevrindikasi untuk mevnyevmbunyikan uang yang sumbevrnya mevncurigakan.  

Apabila dalam provsevs mevngevnali pevnghadap yang mevrupakan sevbagai pevngguna 
jasanya, pevnghadap mevnovlak untuk mevmatuhi prinsip mevngevnali pevngguna jasa atau 
novtaris mevragukan kevbevnaran infovrmasi yang disampaikan ovlevh pevnghadap, maka 
novtaris wajib untuk mevmutuskan hubungan usaha devngan pevngguna jasa atau devngan 
kata lain novtaris wajib mevnovlak untuk mevmbevrikan pevlayanan jasa novtaris kevpada 
pevnghadap. Inilah yang kevmudian mevnjadi dasar kevwajiban novtaris untuk mevlapovrkan 
kevpada Pusat Pevlapovran dan Analisis Transaksi Kevuangan (PPATK) sevbagai transaksi 
kevuangan mevncurigakan. Transasksi kevuangan yang dianggap mevncurigakan ovlevh 
novtaris/PPAT dapat dilapovrkan devgan cara manual atau mevlalui aplikasi yang bevrbasi 
evlevktrovnik yang dapat dilakukan devngan cara mevngirim lapovran mevlalui Aplikasi 
Pevlapovran kev jaringan tevlevkovmunikasi yang tevrhubung langsung devngan sistevm 
PPATK.24 

4. Kesimpulan 

Novtaris sevbagai pevjabat umum yang bevrwevnang untuk mevmbuat akta autevntik 
mevmiliki pevran pevnting dalam pevmbevrantasan tindak pidana kovrupsi di Indovnevsia. 
Maraknya praktevk gratifikasi mevmbuka cevlah untuk disevlundupkan mevlalui jasa yang 
dibevrikan ovlevh novtaris-PPAT. Akta notaris dikatakan sebagai akta Autentik 
dikarenakan memiliki kekuatan pembuktian lahiriah yaitu ke vkuatan akta itu se vndiri 
untuk mevmbuktikan dirinya se vndiri sevbagai akta ovtevntik. Gratifikasi terselubung 
melalui akta notaris-ppat sebagai media, modus operandinya dapat dilakukan melalui 
akta jual bevli, pevnevrbitan utang-piutang, dan hibah. Adapu upaya preventif yang dapat 
dilakukan oleh notaris-ppat untuk mencegah gratifikasi terselubung melalui akta 
notaris-ppat sebagai media, dalam mevnyusun sevbuah akta, novtaris harus mampu 
mevmvalidasi fakta-fakta evmpiris yang ditevrangkan ovlevh pevnghadap mevnjadi sevbuah 
fakta yuridis devngan mevngevdevpankan prinsip tevrang dan tunai, prinsip kevhati-hatian, 
sevrta pevnevrapan prinsip mevngevnali pevngguna jasa.  
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